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NASKAH PERTIMBANGAN
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2022

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik
yang Terbuka dan Informasi Publik yang Dikecualikan.

Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik, pasal 13, setiap
Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
pengguna Informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang
Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Sehingga pengecualian
informasi publik harus sesuai dengan Undang-Undang,
kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi, yaitu suatu pengujian tentang
konsekuensi yang timbul jika suatu informasi diberikan kepada
masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa
menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang
lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

ASAS
Dalam melakukan uji konsekuensi atas informasi, PPID

Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan pada asas

pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 Pasal 22 Ayat (1), Informasi
publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

2. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 Pasal 49, uji konsekuensi
atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh
ketelitian.

3. Berdasarkan Penjelasan Perki 1 Tahun 2021 Pasal 51,
Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada
jangka waktu pengecualiannya.

PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian informasi PPID
Pemerintah Kota Salatiga menggunakan pendekatan aktif dan
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pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian
informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk
melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan
ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan
pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari
pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan
oleh Tim PPID Pemerintah Kota Salatiga mengacu pada
pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial dari Badan
Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga untuk
dikecualikan pada Tahun 2022 .

PELAKSANAAN
Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan
Pemerintah Kota Salatiga dilaksanakan pada:
Hari : Rabu, 30 Maret 2022
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Kalitaman Gedung Setda Kota Salatiga



V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Hasil kajian yang dilakukan oleh Tim PPID Pemerintah Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
Laporan Hasil | Pasal 17 huruf a Undang- | Berpotensi disalah | Menghambat proses | Atas ijin pihak yang
Pengawasan Internal Undang No. 14 Tahun | gunakan oleh orang yang | penyelidikan dan | melakukan
2008 tentang | tidak berkepentingan penyidikan suatu tindak | pemeriksaan kasus
Keterbukaan Informasi pidana atau atas perintah dari
Publik penegak hukum
Daftar IP Server Aplikasi | - Pasal 17 huruf ¢ angka | Berpotensi disalah | Menjaga pertahanan dan | Terbatas
yang ada di Pemkot| 6 Undang- Undang No. | gunakan oleh orang yang | keamanan negara
Salatiga 14 Tahun 2008 tentang | tidak berkepentingan
Keterbukaan Informasi
Publik (sistem
persandian negara)
- Undang-Undang ITE
(Pasal 30)
Daftar Akun pengguna | Pasal 17 huruf c angka 6 | Berpotensi disalah | Menjaga pertahanan dan | Terbatas
Aplikasi Undang- Undang No. 14 | gunakan oleh orang yang | keamanan negara
Tahun 2008 tentang | tidak berkepentingan
Keterbukaan Informasi

Publik (sistem persandian
negara)




Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
Topologi Jjaringan | Pasal 17 huruf ¢ angka 6 | Berpotensi disalah | Menjaga pertahanan dan | Terbatas
beserta I[P dan Open dan | Undang- Undang No. 14 | gunakan oleh orang yang | keamanan negara
Close port Tahun 2008 tentang | tidak berkepentingan
Keterbukaan Informasi
Publik (sistem persandian
negara)
Lokasi dan Spesifikasi | Pasal 17 huruf c angka 6 | Berpotensi disalah | Menjaga pertahanan dan | Terbatas
server Undang- Undang No. 14 | gunakan oleh orang yang | keamanan negara
Tahun 2008 tentang | tidak berkepentingan
Keterbukaan Informasi
Publik
Daftar Nomor Pokok | Pasal 17 huruf h Undang- | Berpotensi disalah | Melindungi data pribadi | Terbatas
Pajak Daerah Undang No. 14 Tahun | gunakan oleh orangyang |yang bersifat rahasia
2008 tentang | tidak berkepentingan untuk melindungi
Keterbukaan Informasi keamanan dan
Publik kenyamanan
Data Wajib Pajak Undang-Undang 28 | Berpotensi disalah | Melindungi data pribadi | Terbatas
tahun 2009 tentang Pajak | gunakan oleh orang yang | yang bersifat rahasia
Daerah dan Retribusi | tidak berkepentingan untuk melindungi
Daerah keamanan dan
kenyamanan
Dokumen Surat | Pasal 17 huruf i Undang- | Berpotensi disalah | Menjaga Atas ijin pihak yang
Pertanggung Jawaban Undang No. 14 Tahun | gunakan oleh orang yang penyalahgunakan dari | melakukan
2008 tentang | tidak berkepentingan pihak yang tidak | pemeriksaan kasus
berkepentingan




Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
Keterbukaan Informasi atau atas perintah dari
Publik penegak hukum
Database Kepegawaian |- UUD Negara RI Tahun | Mengungkapkan daftar | Melindungi data pribadi | Tidak terbatas, kecuali
PNS Kota Salatiga 1945 Pasal 28 A s.d 28 | pribadi PNS melanggar | PNS yang bersifat | pemilik data
H HAM rahasia. mengizinkan.
- Undang-undang No.14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 huruf h
Data Permasalahan | Pasal 17, huruf a, UU KIP | Dapat menimbulkan | Karena  masih taraf | Sampai kasus
Lingkungan yang masih | (proses penegakan | situasi yang tidak | penyelidikan. memperoleh keputusan
dalam proses | hukum) kondusif di masyarakat. hukum yang tepat.
penyelesaian hukum
Data Pribadi dan | Pasal 6 ayat 3 dan Pasal |1. Mengungkap 1. Menjaga privasi dari | Tidak terbatas
Riwayat Komplikasi Dan | 17 Huruf h angka 2 informasi pribadi aksetor.
Kegagalan Kontrasepsi | Undang-Undang No. 14 aksetor yang |2. Melindungi informasi
Tahun 2008 tentang mengalami kegagalan yang menurut undang-
Keterbukaan Informasi dan/atau komplikasi. undang lainnya
Publik 2. Berpotensi dirahasiakan.
disalahgunakan oleh [3. Menjaga dari
pihak yang tidak penyalahgunaan
berkepentingan. informasi terkait dari
orang yang tidak

berkepentingan.




Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
Data pribadi terkait | Pasal 6 ayat 3 dan Pasal |1. Mengungkapkan 1. Menjaga privasi dari | Tidak terbatas
Akseptor KB 17 Huruf h angka 2 informasi pribadi Akseptor.
Undang-Undang No. 14 Akseptor. 2. Melindungi informasi
Tahun 2008 tentang [2. Berpotensi yang menurut undang-
Keterbukaan Informasi disalahgunakan oleh undang lainnya
Publik pihak yang tidak dirahasiakan.
berkepentingan. 3. Menjaga dari
penyalahgunaan
informasi terkait dari
orang yang tidak
berkepentingan.
Daftar Pengguna Hak | Pasal 17 huruf a angka 5 | Berpotensi disalah | Menjaga keamanan | Terbatas
Akses Aplikasi Sistem | Undang- Undang No. 14 | gunakan oleh orang yang | peralatan, sarana,
Informasi Administrasi | Tahun 2008 tentang | tidak berkepentingan dan/atau prasarana
Kependudukan (SIAK) Keterbukaan Informasi penegak hukum
Publik
Database Sistem | Undang-Undang No 24 | Berpotensi disalah | Menjaga Terbatas
Informasi Administrasi | Tahun 2013 tentang | gunakan oleh orang yang | penyalahgunakan dari
Kependudukan (SIAK) Perubahan 23 tahun | tidak berkepentingan pihak yang tidak
2006 tentang Adminstrasi berkepentingan
Kependudukan
Data Pribadi Penduduk | 1.Pasal 84 ayat (1) dan | Mengungkapkan data | Melindungi data pribadi | Tidak terbatas, kecuali
Pasal 85 Undang- | pribadi dapat merugikan | yang bersifat rahasia | pemilik data
Undang No.023 Tahun | dan melanggar HAM untuk melindungi | mengizinkan

2006 tentang




Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
Administrasi keamanan dan
Kependudukan kenyamanan
2. Undang-undang No.24
Tahun 2013
3.Pasal 11 Permendagri
no.61 tahun 2015
Informasi pribadi | Pasal 17 huruf h Undang- | Berpotensi disalah | Melindungi data pribadi | Tidak terbatas, kecuali
pencari kerja Undang No. 14 Tahun | gunakan oleh orangyang |yang bersifat rahasia | pemilik data
2008 tentang | tidak berkepentingan untuk melindungi | mengizinkan
Keterbukaan Informasi keamanan dan
Publik kenyamanan
Informasi Dokumen | Pasal 17 ayat a Undang- | Menghambat atau | Menjaga proses | Terbatas
Penyelesaian Undang No. 14 Tahun | mengganggu penyelesaian
Perselisihan Hubungan | 2008 tentang | penyelesaian kasus perselisihan.
Industrial Keterbukaan Informasi
Publik
Data Rekam  Medik |- Undang-undang Penyalahgunaan oknum | Penyalahgunaan Selama berlaku.

Hewan (Berisi Diagnosa
Dokter Hewan)

nomor 18, Tahun 2009
Jo UU Nomor 41
Tahun 2014 pasal 51
(1) & (3].

- Pasal 51 (1)=Obat yang
digunakan harus
dengan resep dokter
hewan.

tidak bertanggung jawab
terhadap penggunaan
obat-obatan.

penggunaan obat hewan
(jenis, dosis, tidak sesuai
peruntukannya)




Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
- Pasal 51 (3)=Dilarang
menggunakan obat
hewan untuk
konsultasi manusia.
Data pribadi terkait | Pasal 6 ayat 3 dan Pasal |[1. Mengungkap . Menjaga privasi dari | Tidak terbatas sampai
Kekerasan Terhadap | 17 Huruf a Undang- informasi pribadi korban dan/atau | ada penetapan hukum
Perempuan dan kasus|Undang No. 14 Tahun korban dan / atau pelaku kekerasan. yg tetap kecuali diminta
yang masih  dalam | 2008 tentang pelaku kekerasan. . Melindungi informasi | oleh penegak hukum.
proses hukum Keterbukaan Informasi |2. Berpotensi yang menurut undang-
Publik disalahgunakan oleh undang lainnya
pihak yang tidak dirahasiakan.
berkepentingan. . Menjaga dari
penyalahgunaan
informasi terkait dari
orang yang  tidak
berkepentingan.
Data pribadi terkait | Pasal 6 ayat 3 dan Pasal |1. Mengungkap . Menjaga privasi dari | Tidak terbatas sampai
Kekerasan Terhadap | 17 Huruf a Undang- informasi pribadi korban dan/atau | ada penetapan hukum

Anak dan kasus yang
masih dalam proses
hukum

Undang No. 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik

korban dan / atau
pelaku kekerasan.

. Berpotensi
disalahgunakan oleh
pihak yang tidak
berkepentingan.

pelaku kekerasan.

. Melindungi informasi

yang menurut undang-
undang lainnya
dirahasiakan.

. Menjaga dari

penyalahgunaan

yang tetap kecuali
diminta oleh penegak
hukum.




Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
informasi terkait dari
orang yang tidak
berkepentingan.
Data identitas pemohon | Pasal 17 huruf h Undang- | Berpotensi disalah | Melindungi data pribadi | Terbatas
izin Undang No. 14 Tahun | gunakan oleh orangyang | yang bersifat rahasia
2008 tentang | tidak berkepentingan untuk melindungi
Keterbukaan Informasi keamanan dan
Publik kenyamanan
Rencana Investasi Pasal 17 huruf h Undang- | Muncul persaingan | Melindungi data pribadi | Terbatas sampai
Undang No. 14 Tahun | usaha yang tidak sehat |yang bersifat rahasia dengan proses
2008 tentang untuk melindungi | pengadaan barang/
Keterbukaan Informasi keamanan dan | jasa selesai
Publik kenyamanan
Data Intelejen Daerah Pasal 17 huruf ¢ Undang- | Berpotensi disalah | Menjaga pertahanan dan | Tidak terbatas
Undang No. 14 Tahun | gunakan oleh orangyang | keamanan negara
2008 tentang | tidak berkepentingan
Keterbukaan Informasi
Publik
Data Penyalahgunaan | Pasal 17 huruf h Undang- | Mengungkapkan data | Melindungi data pribadi | Terbatas
Narkoba di Kota Salatiga | Undang No. 14 Tahun | pribadi dapat merugikan | yang bersifat rahasia
2008 tentang | dan melanggar HAM untuk melindungi
Keterbukaan Informasi keamanan dan
Publik kenyamanan




Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
Data Identitas Pelanggar | Pasal 17 huruf a Undang- | Berpotensi disalah | Melindungi identitas | Terbatas
Peraturan Daerah dan |Undang No. 14 Tahun | gunakan oleh orangyang | informan, pelapor, saksi,
Perwali 2008 tentang | tidak berkepentingan dan/atau korban yang
Keterbukaan Informasi mengetahui adanya
Publik tindak pidana
Data Identitas Pelanggar | Pasal 17 huruf a Undang- | Berpotensi disalah | Melindungi identitas | Terbatas
Kesehatan dan | Undang No. 14 Tahun | gunakan oleh orangyang | informan, pelapor, saksi,
Keselamatan Kerja (K3) | 2008 tentang | tidak berkepentingan dan/atau korban yang
Keterbukaan Informasi mengetahui adanya
Publik tindak pidana
Daftar Identitas Pasien |Pasal 17 huruf h, | Berpotensi Melindungi informasi | Terbatas
HIV/AIDS undang-undang nomor | disalahgunakan oleh | kerahasiaan pasien
14, tahun 2008 tentang | orang yang tidak | meliputi identitas pasien,
keterbukaan  informasi | berkepentingan. kegiatan konseling, tes
publik HIV, pengobatan, dan
perawatan pasien.
Nomor Rekening | Pasal 17 huruf a angka 5 | Berpotensi disalah | Melindungi data pribadi | Terbatas
pegawai Undang- Undang No. 14 | gunakan oleh orang yang | yang bersifat rahasia
Tahun 2008 tentang | tidak berkepentingan untuk melindungi
Keterbukaan Informasi keamanan dan
Publik kenyamanan
Nilai Rapor/Nilai Ujian | Pasal 17 ayat h Undang- | Mempengaruhi Melindungi informasi | Terbatas
peserta didik termasuk | Undang No. 14 Tahun | Psikologis Peserta Didik | pribadi
data pribadi siswa 2008 tentang
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Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
Keterbukaan Informasi
Publik
Kerahasiaan Naskah | Permendikbud No.43 | Berpotensi disalah | Menjaga kerahasiaan | Terbatas
Soal yang belum | Tahun 2019 tentang | gunakan oleh orangyang | dan keamanan naskah
dijadwalkan Ujian diselenggarakan | tidak berkepentingan soal.
oleh Sekolah dan Ujian
Nasional.
Kelengkapan Dokumen | Pasal 17 Huruf b Undang- | Berpotensi disalah | Menjaga Terbatas
Pengadaan Undang No. 14 Tahun | gunakan oleh orangyang | penyalahgunakan dari
2008 tentang | tidak berkepentingan pihak yang tidak
Keterbukaan Informasi berkepentingan
Publik
Daftar Usulan Santunan | Undang-Undang No. 14 | Menimbulkan keresahan | Menghindarkan Selama berlaku
Kematian pasien Covid- | Tahun 2008 pasal 17 di tengah masyarakat | keresahan di tengah
19 dan munculnya | masyarakat terhadap

tindakan diskriminatif
kepada penderita Covid-
19

penyebaran Covid-19

Data Kemiskinan
(penerima bantuan PKH,
BPNT, Hibah, dll)

- Undang-Undang

No.
11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik ,
pasal 26

- Peraturan Pemerintah

No. 82 Tahun 2012

rahasia
bisa
oleh
tidak

Membuka
pribadi dan
dimanfaatkan
oknum yang
bertanggung jawab

Menjaga kerahasiaan
hak pribadi dan
perlindungan hak pribadi

Selama berlaku
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Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
tentang sistem dan
transaksi elektronik
Data penerima surat | Pasal 17 huruf a Undang- |1. Berpotensi .Melindungi identitas | Terbatas
panggilan, surat | Undang No. 14 tentang disalahgunakan oleh pelanggar
pernyataan dan surat | Keterbukaan Informasi orang yang tidak | 2. Menghormati hak-hak
teguran atas | Publik berkepentingan pelanggar
pelanggaran perda dan . Mengganggu hak | 3. Memperlancar proses
/atau perwali pelanggar. penanganan pelanggar
. Menghambat proses Perda dan/Perwali
hukum. Dapat | 4. Melindungi informasi
mengungkap yang menurut
informasi yang Undang-Undang
menurut Undang- lainnya dirahasiakan
Undang lainnya dan/atau tidak boleh
dirahasiakan diungkap
dan/atau tidak boleh
diungkap
Rencana dan Target | Pasal 17 huruf a Undang- | 1. Bocornya Informasi | 1. Keberhasilan kegiatan | Terbatas (sampai
Operasi Undang No. 14 tentang| Operasi Operasi berakhirnya operasi)
Keterbukaan Informasi |2. Membahayakan .Menjaga keselamatan
Publik personil/ petugas petugas
. Menghambat proses | 3. Memperlancar
perda. Dapat kegiatan operasi
mengungkap informasi
yang menurut
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Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
Undang-Undang
lainnya dirahasiakan
dan atau tidak boleh
diungkap
Data Keluarga Kota | Pasal 6 ayat 3 dan Pasal |1. Mengungkap 1. Melindungi informasi | Tidak terbatas, sampai
Salatiga 17 Huruf a Undang- informasi pribadi. yang menurut undang- | ada penetapan hukum
Undang No. 14 Tahun |2. Berpotensi undang lainnya | yg tetap kecuali diminta
2008 tentang disalahgunakan oleh dirahasiakan. oleh penegak hukum.
Keterbukaan Informasi pihak yang tidak [2. Menjaga dari
Publik berkepentingan. penyalahgunaan
informasi terkait dari
orang yang tidak
berkepentingan
Data Anak Yatim Piatu | Pasal 6 ayat 3 dan Pasal |[1. Mengungkap 1. Menjaga privasi dari | Tidak terbatas
dan Orang Tuanya yang | 17 Huruf h angka 1 informasi pribadi anak
meninggal karena Covid- | Undang-Undang No. 14 anak. 2. Melindungi informasi
19 Tahun 2008 tentang |2. Berpotensi yang menurut undang-
Keterbukaan Informasi disalahgunakan oleh undang lainnya
Publik pihak yang tidak dirahasiakan.
berkepentingan. 3. Menjaga dari
penyalahgunaan

informasi terkait dari
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Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
orang yang tidak
berkepentingan.

Daftar E-Mail PNS Pasal 17 huruf a, angka | Membahayakan karena | Karena bersifat privasi. Selama berlaku.
5,UU KIP dapat disalahgunakan
oleh pihak lain yang
tidak bertanggung jawab

Daftar Admin Website | Pasal 17 huruf a, angka | Membahayakan karena | Karena bersifat privasi. Selama berlaku.
Perangkat Daerah 5,UU KIP dapat disalahgunakan
oleh pihak lain yang
tidak bertanggung jawab

Username Dan | Pasal 17 hurufc, angka 6, | Membahayakan karena | Karena bersifat privasi. Selama berlaku.
Password Aplikasi | UU KIP dapat disalahgunakan
Kantor oleh pihak lain yang
tidak bertanggung jawab

Username Dan | Pasal 17 hurufc, angka 6, | Membahayakan karena | Karena bersifat privasi. Selama berlaku.
Password E-Mail PNS UU KIP dapat disalahgunakan
oleh pihak lain yang
tidak bertanggung jawab

Username Dan | Pasal 17 hurufc, angka 6, | Membahayakan karena | Karena bersifat privasi. Selama berlaku.
Password Website | UU KIP dapat disalahgunakan
Perangkat Daerah oleh pihak lain yang
tidak bertanggung jawab

Data dan dokumen | Pasal 17 hurufc, angka 6, | Membahayakan karena | Karena bersifat privasi. Selama berlaku.
Nomor Rangka Dan | UU KIP dapat disalahgunakan
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Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup

Nomor Mesin hasil Uji oleh pihak lain yang
Kelayakan Kendaraan tidak bertanggung jawab
Data By Name By |Pasal 17 huruf h,|Informasi publik yang |Informasi publik yang | Terbatas selama jangka
Address (BNBA) Data |Undang-Undang nomor | apabila dibuka dan |apabila ditutup dapat | waktu kegiatan
Terpadu Kesejahteraan | 14 Tahun 2008 tentang | diberikan kepada | menjamin perlindungan | pendataan dan validasi
Sosial (DTKS) selama | Keterbukaan Informasi | pemohon informasi | data pribadi dan data | DTKS
masa pendataan dan | Publik publik dapat | kesejahteraan sosial
validasi mengungkap rahasia | keluarga yang

pribadi menyangkut | bersangkutan. Serta

riwayat dan kondisi | menghindari gejolak di

anggota keluarga | masyarakat menyangkut

meliputi data pribadi |indikasi kelayakan atau

dan data keluarga terkait | ketidaklayakan individu

kondisi  kesejahteraan | atau  keluarga yang

sosialnya. memenuhi kriteria fakir

miskin dan orang tidak
mampu.

Data By Name By |Pasal 17 huruf h,|Informasi publik yang |Informasi publik yang | Terbatas selama jangka
Address (BNBA) | Undang-Undang nomor | apabila dibuka dan |apabila ditutup dapat | waktu kegiatan
Penerimaan Bantuan | 14 Tahun 2008 tentang | diberikan kepada | menjamin perlindungan | pendataan dan validasi
Iuran Program Jaminan | Keterbukaan Informasi | pemohon informasi | data pribadi dan data |data  PBI-APBN/PBI-
Kesehatan Nasional | Publik publik dapat | kesejahteraan sosial | APBD.
Yang Bersumber APBN mengungkap rahasia | keluarga yang
Atau APBD (PBI- pribadi menyangkut | bersangkutan. Serta
APBN /PBI-APBD) riwayat dan kondisi | menghindari gejolak di
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Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
selama masa pendataan anggota keluarga | masyarakat menyangkut
dan validasi meliputi data pribadi | indikasi kelayakan atau
dan data keluarga terkait | ketidaklayakan individu
kondisi  kesejahteraan | atau  keluarga yang
sosialnya. memenuhi kriteria fakir
miskin dan orang tidak
mampu.
Data By Name By|Pasal 17 huruf h,|Informasi publik yang |Informasi publik yang | Terbatas selama jangka
Address (BNBA) Pemerlu | Undang-Undang nomor | apabila dibuka diberikan | apabila ditutup dapat | waktu kegiatan
Pelayanan 14 Tahun 2008 tentang | kepada pemohon | menjamin perlindungan | pendataan dan validasi
Kesejahteraan Sosial | Keterbukaan Informasi | informasi publik dapat | data pribadi dan data | data PPKS/PSKS.
(PPKS) / Potensi Dan | Publik mengungkap rahasia | kesejahteraan sosial
Sumber Daya pribadi menyangkut | keluarga yang
Kesejahteraan Sosial riwayat dan kondisi | bersangkutan. Serta
(PPKS/PSKS) selama anggota keluarga | menghindari gejolak
masa pendataan dan meliputi data pribadi | dimasyarakat
validasi dan data keluarga terkait | menyangkut kondisi
kondisi  kesejahteraan | kesejahteraan sosial atas
sosialnya. individu dan keluarga
yang memerlukan
pelayanan sosial.
Data By Name By|Pasal 17 huruf h,|Informasi publik yang |Informasi publik yang | Terbatas selama jangka
Address (BNBA) | Undang-Undang nomor | apabila dibuka diberikan | apabila ditutup dapat | waktu kegiatan
Penerimaan Bantuan | 14 Tahun 2008 tentang | kepada pemohon | menjamin perlindungan | pendataan dan validasi

informasi publik dapat

data pribadi dan data

data penerima bansos.
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Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
Sosial selama masa | Keterbukaan Informasi | mengungkap rahasia | kesejahteraan sosial
pendataan dan validasi | Publik pribadi menyangkut | keluarga yang
riwayat dan kondisi | bersangkutan. Serta
anggota keluarga | menghindari gejolak di
meliputi data pribadi | masyarakat menyangkut
dan data keluarga terkait | indikasi kelayakan atau
kondisi  kesejahteraan | ketidaklayakan individu
sosialnya. atau  keluarga yang
memenuhi kriteria fakir
miskin dan orang tidak
mampu.
Laporan Hasil | Peraturan Wali  Kota | Informasi pemeriksaan | Berisi tentang Hasil | Sampai ada
Pemeriksaan APIP Nomor 116 Tahun 2020 |jika mjd konsumsi | Pemeriksaan pada OPD | penyelesaian tindak
publik akan berakibat|di Pemerintah  Kota | lanjut hasil
data rahasia yang | Salatiga pemeriksaan
sebetulnya adalah
bagian dari SPI (Sistem
Pengendalian Intern)
bisa di pakai oleh pihak?2
yang tidak
berkepentingan/ tidak
bertanggung jawab.
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VI.

HASIL KAJIAN
Setelah diadakan Uji Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah

Kota Salatiga ditetapkan bahwa Informasi yang Dikecualikan di
Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga relevan sehingga dapat
ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun
2022. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam lembar
pengujian konsekuensi sesuai dengan PERKI No. 1 Tahun 2021
yang didalamnya mencantumkan :

1. Informasi tertentu yang dilakukan Pengujian Konsekuensi

2. Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4

. Jangka waktu pengecualian informasi

PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID di
Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dimaksudkan agar
penyusunan Informasi yang Dikecualikan menjadi berkualitas
karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan
pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-
undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan

akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Salatiga, 30 Maret 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

VAT AN
Drs. BUDI PRASETIYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 19670715 199309 1 001




